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Kehadiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XV111/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta K erja telah memberikan ketidakpastian hukum. Di satu sisi Pemerintah telah
menentukan jangka waktu secara rigid jangka waktu bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan
Daerah sebagai Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan Perizinan Bangunan
Gedung dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan Persetujuan Bangunan Gedung dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sgjak peraturan pemerintah terkait disahkan. Namun pasca dibacakannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 91/PUU-XV111/2020 yang amarnya tidak membenarkan dibentuknya peraturan pelaksana
UU CiptaKerja, Menteri Dalam Negeri justru menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota
untuk tetap melaksanakan pembentukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana UU
CiptaKerjayang telah lebih dahulu dibentuk.

...... The presence of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 68 of 2021 regarding the
Follow-up to the Decision of the Constitutional Court Number: 91/PUU-XV111/2020 concerning the Review
of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has created legal uncertainty. On the one hand, the
Government expressly stipulates a period of time for Regional Governments to form Regional Regulations
as Implementing Regulations for the Job Creation Law, especialy in the regulation of Building Permits
within a period of 2 (two) months and Building Approval within 6 (six) months after the relevant
government regulations are ratified. However, after the issuance of Constitutional Court Decision Number:
91/PUU-XV111/2020 which did not justify the stipulation of implementing regulations for the Job Creation
Law, the Minister of Home Affairsinstructed the Governor, Regent, and Mayor to continue implementing
the stipulation of implementing regulations for the Job Creation Law and Implementing Regulations.
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